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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAl\l PASER UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2004..
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEIVIBAGA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Mcnirnbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG l\IAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

a. Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tirnur Nomor 22 Tahun 2002
tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Kabupaten Penajam Paser Utara harus ditetapkan kembali dalam bentuk
Peraturan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 68 ayat (I) Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah;

b. bahwa penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pad a huruf a
dan b, per\u dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Penajam Paser Utara.

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839 );

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun \974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun \999 Nomor 169. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182)~

5. . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun :WOO tcntang Kcwenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lcmbaran Negara
Nornor 3952);



')

6. Pcraturan Pemcrintah Nornor g Tahun 2003 tcntang Pcdoman
Organisasi Perangkat Dacrah (Lcrnbaran Ncgara Tahun 20m Nornor I~,
Tambahan Lembaran Negara NomOI' 4262):

7. Pcraturan Pcrnerintah Nornor <) Tahun 2003 icntang Wcwcnang
Pcngangkatan, Pernindahan dan .Pcmbcrhcntian Pcgawai Ncgcri Sipil
(Lcmbaran Ncgara Tahun 2003 Nomor 15. Tambahan Lcmbaran Ncgara
Nornor 4263);

8. Kcputusan Prcsidcn Nornmor 44 Tahun 1999 Tcntang Tck nik
Pcnyusunan Pcraturan Pcrundang-undangan, Bcntuk RallC'all!J.<ln
Undang-undang, Rancangan Pcraturan Pcmcriutah. dan Rancangan
Kcputusan Prcsidcn (Lcmbaran Ncgara Tahun 199<) Nornor 70):

9. Keputusan Bersama Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan
Mcntcri Dalam Negeri Nomor 0I/SKB/M.PAN/4/200J dan Nornor 17
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pclaksanaan Pcraturan Pernerintah
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pcdoman Organisasi Pcrangkat Dacrah
dan Pcraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 2003 tcruang Wcwcnang
Pengangkatan, Pernindahan dan Pcrnberhcntian Pegawai Negeri Sipil;

1O.Kcputusan Mcnteri Dalam Negeri Nornor 16 Tahun 2003 tentang Tara
Cara Konsultasi Pcngangkatan dan Pcmbcrhcnrian Sckrctaris Dacrah
Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupatcn/Kota scrta Pejabat Struktural
Esclon II di Lingkungan Pcrncrintah Kabupatcn/Koia:

II Kcputusan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 131.44-407 Tahun 2003
tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan
Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur:

12 Keputusan Gubemur Kalimantan Tirnur Nomor 22 Tahun 2002 tcniang
Pcmbentukan, Organisasi dan Tata Kcrja Lcmbaga Tcknis Kabupaicn
Pcnajarn Paser Utara. '

IJ Peraturan Daerah Kabupaten Pcnajam Paser Utara Nornor I Tahun 2003
Tentang Pcnerbitan Lernbaran Daerah Kabupatcn Pcnajam Pascr Utara
(Lernbaran Daerah Tahun 2003 Nornor I, Tambahan Lcmbaran Dacrah
Nornor I );

14 Peraturan Daerah Kabupaten Pcnajarn Paser Uiara Nomor \ Tahun 2004
tcntang Kewenangan Kabupatcn Penajarn Paser Utara. (Lcrnbaran
Daerah Tahun 2004 Nomor I, Tarnbahan Lernbaran Dacrah Nornor I)

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII

KABUPATEN PENAJAM Pt}SER UTARA

MEMUTUSKAN

Mcnctapkan : PERATURAN DAERAH KAIHJPATEl\ PENA.J..\1\1 PASER UTA RA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.JA LEI\1BAGA-
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PENA.JAl\l PASER
UTARA

HAB I

KETENTUAN lJM 1Ii\1

Pasal 1

Dalam pcraturan dacrah ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah adalah Kabupaten Penajarn Paser Utara.

2. Pcmerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Pa~er Utara.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penajarn Paser Utara.

4. Sckrctaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn Penajarn Paser Utara.



~. Lernbaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis daerah da\am rangka mendukung
pcnyelenggaraan kewenangan Daerah yang dapat berbentuk Badan atau Kantor atau
Rumah Sakit.

6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang sccara icgas tidak tcrcantum dalam struktur
organisasi, namun melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kcdinasan scsuai dcngan
kcahlian dan kebutuhan,

7 Unit Pelaksana Tcknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah 1I1lSlIr pclaksana
opcrasional Lernbaga Teknis yang berfungsi melaksanakan scbagaian tugas Lcrnbaga
Teknis Daerah yang wilayah kerjanya dapat mcliputi Icbih dari 1 kccamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dcngan Peraturan Dacrah ini dibentuk Lernbaga-Lembaga Teknis Dacrah Kabupatcn Pcnajam
Paser Utara.

Pasal3

Lcmbaga-lernbaga Teknis Daerah sebagaimana dirnaksud pad a Pasal 2 Pcraturan Dacrah ini
tcrdiri atas :
I. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA

J Badan Pengawas Kabupaten yang selanjutnya discbut SA WAS KAI3
3. Kantor Perhubungan dan Pariwisata
4. Kantor Perikanan dan Kelautan.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kesejahteraan Sosial
6. Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja
7. Kantor Kehutanan dan Perkebunan
R. Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Kopcrasi

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertarna

., Badan Perencanaan Pembangunan Darrah

Paragraf I
Kedudukan

Pasal 4

(I) Badan Pcrencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Pcmcrintah Dacrah

(:2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oIeh seorang Kcpala Badan yang
dalam rnelaksanakan tugasnya beradadi bawah dan bcrtanggung jawab Kcpada l3upati
melalui Sekretaris Daerah.



J>,aragraf2
, TIIgas

Pas'al5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas mernbantu Bupati dalam
mcneruukan kebijaksanaan di bidang pcrencanaan pernbangunan dacrah serta penilaian atas
pelak sanaannya.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6

Untuk mcnyclenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada Pasal 5 Pcraturan Dacrah ini,
Badan Pcrencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
a. Perurnusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pcnunjang penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal7

( I) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas
a. Kepala Badan
b. Bagian Tata Usaha, yang terdiri at as :

I) Sub Bagian Penyusunan Program
2) Sub Bagian Umum clan Keuangan

c. Bidang Pengembangan SDA dan Prasarana Daerah, yang terdiri atas
I) Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Lingkungan
2) Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Pengairan

d. Bidang Ekonorni, Sosial dan Budaya, yang terdiri alas
I) Sub Bidang Ekonomi
2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, yang terdiri alas
I) Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan
2) Sub Bidang Evaluasi dan Publikasi

(2) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Pcraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Pengawas Kabupaten

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal8

(I) Badan Pengawas Kabupaten rnerupakanunsur pelaksana Perner intah Daerah

(2) Badan Pengawas Kabupaten dipimpin oleh seorang Kopala Badan yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
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Paragraf 2
'I'u !!',,~I~i

rasa) '9

8aclan Pcngawas Kabupatcn mernpunyai tugas rncmbantu Bupari dalam pcnvclcnguaraan
pcmcrintahan di bidang pcngawasan urnum tcrhadap pcnvclcnugaruan pcmcriniahan.
pcmbangunan dan pembinaan kernasyarakatan

Paragraf 3
Fungsi

Pasa! 10

Untuk mcnyclcnggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada Pasal 9 Pcraturan Dacrah ini,
Balian f'cngawas Kabupaten mempunyai fungsi :
a. Pcrurnusan kcbijakan teknis sesuai dcngan lingkup tugasnva:
b. Pcnunjnng pcnyclenggaraan Pcrnerintahan Dacrah.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 11

( I ) Susunan organisasi Badan Pcngawas Kabupatcn, tcrdiri alas
a Kopala l3adan
b 13agian Tala Usaha, yang tcrdiri alas :

I) Sub Bagian Pcnyusunan Program
2) Sub I3agian Urnum dan Keuangan

c. f3idang Pcmcrintahan dan Aparatur, yang tcrdiri alas
I) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur
2) Sub Bidang Hukurn dan Organisasi

d Bidang Ekonorni dan Pcmbangunan, yang tcrdiri alas
1) Sub Bidang Pcrencanaan Pernbangunan
2~ Sub Bidang Keuangan dan Kckayaan

c. Bidang Kcscjahteraan Rakyat, yang terdiri atas
I) Sub Bidang Pcndidikan dan Pengernbangan SDM
2) Sub 13idang Kcscjahteraan Sosial

(2) Struktur organisasi Badan Pengawas Kabupaten sebagai mana lei cantu m dalarn Lampi ra 11

II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kctiga

Kantor Pcrhubungan dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasa! 12

(1) Kantor Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pcmcrintah Dacrah.
'\,.,

(2) Kantor Pcrhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalarn
mclaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kcpada Bupati mclalui
Sckretaris Dacrah.



Parngraf 2
Tugas

Pasal 13

Kantor Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mcmbantu Bupati dalam
pcnyclcnggaraan pemcrintahan di bidang perhubungan darat. laui. pariwisata. Pos dan
Telckornunikasi.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 14

Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Pcraturan Daerah ini,
Kantor Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
a Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 15

( 1) Susunan organisasi Kantor Perhubungan dan Pariwisata, terdiri atas
a. Kepala Kantor
b. Sub Bagian Tala Usaha
c. Seksi Perhubungan Darat
d. Seksi Perhubungan Laut dan ASDP
c. Seksi Pariwisata dan Postel
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

c:::) Struktur organisasi Kantor Perhubungan dan Pariwisata sebagairnana tcrcantum dalam
Lampiran III Pcraturan Daerah ini.

Bagian Keernpat

Kantor Perikanan dan Kelautan

Paragraf I

Kedudukan

Pasal 16

( I) Kantor Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah

(2) Kantor Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. "'..
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Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Kantor Pcrik anan dan Kc1autan mempunyai tugas mcmbantu Bupati dalam penyc\cnggaraan
pcmcrintahan di bidang pcrikanan dan kclautan.

Paragraf J
Fungs1

Pasal 18

Untuk mcnyelcnggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah InJ,

Kantor Perikanan dan Kclautan mempunyai fungsi :
a Perurnusan kebijakan tckuis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penunjang pcnyclenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragrnf 4

Susunan Organisasi

Pasal 19

( I) Susunan organisasi Kantor Perikanan dan Kelautan , terdiri atas

a. Kepala Kantor
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Program dan Pengembangan SDM
d. Seksi Perairan dan Kekayaan Laut
c. Seksi Perikanan Darat dan Laut
f Unit Pelaksana Teknis Daerah

(2) Struktur organisasi Kantor Perikanan dan Kelautan sebagairnana tcrcantum dalam
l.ampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelirna

Kantor Pernbcrdayaan Masyarakat Dcsa
Dan Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Kcdlldllkan

Pasal20

( I) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan sosial merupakan unsur
pelaksana teknis Pemerintah Daerah.

(2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang
Kepala yang dalam rnelaksanakan tugasnya berada di bawah dan bcrtanggung jawab
Kcpada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Pasal21

Parngrnf 2
TlIgliS

Kantor Pcmbcrdayaan Masyarakat Dcsa dan Kcscjahtcraan Sosia\ mcmpunvai lug.a::; mcmbantu
Bupat: dalam pcnyclcnggaraan pcmcrintahan di bidang Pembcrdayaan i\lasyarak;1\ Dcsa dan
Kcscjahrcraan Sosial.

Paragraf 3
Fllngsi

Pasal22

Uutu]; mcnyclcnggarakan tugas scbagairnana dirnaksud pada Pasal :2i Pcraturan Dacrah InI,

Kantor Pcrnbcrdayaan Masyarakat Dcsa dan Kescjahtcraan So sial mcmpunyai Iungs: .
a Pcrurnusan kcbijakan teknis sesuai dcnganlingkup tugasnya;
b Pcnunjang pcnyclcnggaraan Pcmcrintahan Dacrah.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 23

(l) SlIsllnan organisasi Kantor Pcmbcrdayaan Masyarak at Dcsa tlan Kcscjahtcraan Sosial,
icrdiri alas
a Kcpala Kantor
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Kclcmbagaan Masyarakat dan Pembcrdayaan Percrnpuan
d. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengcmbangan Partisipasi Masyarakat
c. Scksi Kcsejahteraan Sosial
r Unit Pclak sana Teknis Daerah

(2) Struktur organisasi Kantor Pcrnbcrdayaan Masyarakat Dcsa dun Kcscjahtcraan Sosial
scbagairnana tcrcantum dalam Lampiran V Pcraturan Dacrah ini.

13agian Kccnam

Kependudukan dan Tenaga Kcrja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal24

(I) Kantor Kcpcndudukan dan Tcnaga Kerja rnerupakan unsur pclaksana tcknis Pcmcrintah
Dacrah.

(:2) Kantor Kcpcndudukan
mclaksanakan tugasnya
Sckrctaris Daerah.

-\.., .
dan Tcnaga Kcrja dipimpin olch scorang Kcpala yang dalarn
bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab Kcpada Bupati mclalui



()

Paragraf 2

Tugas

Pasal25

Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas mernbantu Bupati dalam
pcnyelcnggaraan pcmerintahan di bidang Kependudukan dan Tcnaga Kcrja

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Untuk mcnyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Pcraturan Daerah ini,
Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. Pcrumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal27

(I) Susunan organisasi Kantor Kependudukan dan Tenaga Kcrja . tcrdiri alas
a. Kepala Kantor
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Scksi Kepcndudukan
d. Seksi Catatan Sipil
c. Seksi Tenaga Kerja
f Unit Pelaksana Teknis Daerah

(2) Struktur organisasi Kantor Kependudukan dan Tenaga Kcrja sebagairnana tcrcantum
dalarn Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal28

(I) Kantor Kehutanan dan Prekebunan merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah

(2) Kantor Kchutanan dan Perkebunan dipimpin oleh scorang Kopala yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kcpada l3upati mclalui
Sekretaris Daerah.
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P:llragnlf 2
Tuglls

Pasal29

Kantor Kchutanan dan Pcrkcbunan mcmpunyai Iugas mcrubantu \\upali

pcnyclcnggaraan pcmerintahan di bidang Kchutanan dan Pcrkcbunan.

Paragraf 3
FlIngsi

Pasal 30

Untuk mcnyelcnggarakan tugas scbagairnana dirnaksud pada Pasal 29 Pcraturan Dacrah mr,
Kantor Kchutanan dan Perkcbunan mcmpunyai fungsi :
a. PCfUI11USankcbijakan teknis scsuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pcnunjang penycJenggaraan Pernerintahan Daerah.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal31

( I ) Susunan organisasi Kantor Kehutanan dan Perkcbunan, tcrdiri atas

a Kcpala Kantor
b Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Kehutanan
d. Scksi Perkebunan

c. Scksi Pengembangan SDM, Sarana clan Prasarana
(-. Unit Pclaksana Teknis Dacrah

(2) Struktur organisasi Kantor Kehuianan dan Perkcbunan scbagaimana rcrcanturn dalam
l.ampiran VII Pcraturan Dacrah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Pcr in duxt rj an , Pcrdagangan dan Kopcrasi

Paragrnf 1

Kedudukan

Pasal32

( I) Kantor Pcrindustrian, Pcrdagangan dan Kopcrasi merupakan unsur pclak sana tcknis
Pcmcriruah Dacrah.

(2) Kantor Pcrindustrian, Pcrdagangan dan Koperasi dipimpin olch scorang Kcpala yang dalam
mclaksanakan tugasnya berada di bawah dan bcrtanggung jawab Kcpada Bupati mclalui
Sck rctaris Dacrah. "..



II

Paragraf 2

TugllS

Pasal33

Kantor Pcrindustrian, Pcrdagangan dan Kopcrasi mempunyai tugas rnembantu Bupati dalam

pcnyclcnggaraan pcmcrint ahan di bidang Pcrindustrian, Pcrdagagan dan Kopcrasi.

Paragraf 3
Fungs;

Pasal 34

l.'ntu], mcnyclcnggarakan tugas sebagairnana dirnaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini.
Kantor Pcrindustrian, Perdagangan dan Kopcrasi rnernpunyai rungsi •
a Pcrumusan kcbijakan tcknis scsuai dcngan lingkup tugasnya:
b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 4

Susunan Organisnsi

Pasal35

( I) Susunan organisasi Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi . tcrdiri at as

a. Kcpala Kantor

h. Sub Bagian Tata Usaha

c. Scksi Pcrindustrian

d Scksi Pcrdagangan
c. Scksi Kopcrasi

f Unit Pclak sana Tck nis Daerah

(~) Siruktur organisasi Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagairnana
tcrcanturn dalarn Larnpiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal36

Uraian Tugas dan Fungsi Bidang, Sub Bidang, Bagian, Sub Bagian dan Sck si pada Badan dan
Kantor akan ditctapkan dcngan Keputusan l3upati

BABIV

UNIT PELAKSANA TEh:NIS DAEH.AII

Pasal 37

(I) Aras persctujuan DPRD, l3upati dapat mcmbcntuk UPTD scsuai dcngan kcbutuhan dan

pcraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mclak sanakan scbagian tugas

l3adan/Kantor.

(~) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin olch seorang Kopala UPTD yang berada di bawah

clan bcrtanggung jawab langsung kepada Kepala Badan/Kantor.

(3) Pcmbcntukan UPTD dilakukan dengan Kcputusan Bupati.
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HAH V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAI,

Pasal38

( I ) Kclornpok Jabatan Fungsional mcmpunyai tugas mclaksanakan scbagian tugas l.cmbaga
Tcknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kclompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) pasal ini tcrdiri alas
sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang tcrbagi dalam berbagai kclornpok
scsuai dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati
atas usul Sekretaris Daerah.

(4) Jenis, jenjang dan jurnlah jabatan fungsional ditetapkan olch I3upati berdasarkan
kcbutuhan, kcmarnpuan dan bcban kcrja, scsuai pcraturan pcrundang-undangan yang
berlaku.

BABVI

TATA KERJA

Pasal39

( I) Dalarn melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan/Kantor, Kepala
. l:3idang/Sub Bidang, Kepala Bagian/Sub Bagian, Kcpala Sck si dan Kclompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sirnplikasi,
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya scsuai dcngan
tugas pokoknya masing-rnasing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta mcrnbcrikan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Sctiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mcmatuhi petunjuk serta
bertanggung jawab kepada atasannya masing-rnasing dan rnenyarnpaikan laporan berkala
tepat waktu.

merrumpin
bimbingan

dan
dan

(4) Sctiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut.

(.5) Dalam menyampaikan laporan masing-rnasing kepada atasan, tcrnbusan laporan waj ib
disampaikan pula kcpada satuan organisasi lain yang sccara fungsional mcmpunyai
hubungan kerja.

Pasal40

Apabila Kepala Badan/Kantor berhalangan, maka Kepala Bagian/Sub I3agian Tata Usaha atau
Kepala BidangiSeksi sccara struktural dapat melaksanakan tugas Kopala Badan/Kantor.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal41

( I) Kepala Badan diangkat dan diberhentlkan oleh Bupati dari Pegawai Ncgcri Sipil yang
memenuhi syarat at as usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan
Pertimbangan Jabatan dan Pangkat Daerah dan dikonsultasikan secara tertulis kepada
Gubernur.



(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sctclah ditcrimauya pcrnnntnan
konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) pasal ini, tidak ada jawaban tcrtulis dari
Gubernur, maka usul ~upati tersebut dianggap telah dikonsultasikan,
Kopala Kantor, Kopala Bidang, Kcpala Bagian, Kopala Sub Bi{!:'Il~.Kcpala Suh Bagian
clan Kepala Seksi diangkat dan dibcrhentikan olch Bupati usul Sckrctaris O.icrah sctclah
mcndapat pcrtimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat Dacrah, .
Pcngangkatan dan Pembcrhentian Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kopala
Scksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasa\ ini, dapat didelcgasikan atau
dikuasakan kepada Pejabat lain di lingkungannya atas dasar pendelegasian wewenang
arau pernbcrian kuasa dari Bupati.

(.l )

(4)

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP
Pasal42

11.1I-hal yang bclurn diatur at au bclum cukup diatur dalam Pcraturan Dacrah ini. scpanjang
mengcnai pclaksanaannya akan ditetapkan Icbih lanjul dcngan Kcputusan Bupat i

Pasal42

Pcraruran Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
i\gar scriap orang dapat mcngctahuinya mcmerintahkan pcngundangan Pcraturan Dacrah ini
dcngan pcnernpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Pascr Utara

Di tetapkan di Penajam
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI PENAJAMPASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal29 April 2004

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

DRS. H. SUfIMAN,MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965

LEMBARAN DAERAH KABUPA TEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2004
NOMOR5



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

KELOMPoi<.·
,JABFUNG .:g

BlDANG
Pengendalian dan Evaluasi

SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN

BIDANG
Pengcmbangan SDA dan

Prasarann Daerah

SUB BIDANG
Penatann Ruang, Pernukiman dan

Lingkungaan

SUB BIOANG
Prasarnna Perhubungan dan Pengairan

BIDANG
Ekonomi, Sosial dan Budayn

SUB BIOANG
Pcn~cndalian dan Pcmhan..."Uoan

SUB BlDANG
Ekonomi

SUB BIDANG
Evaluasi dan Publikasi

SUB BIDA~G
Kesra dan Sosbud

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWAS
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

.•••.: r- ••• e.• ", ~.•.•.•••.• ~

;KELOMP.OK ts
·~~ABFUNG~"'-:

:'0-·_······' ' .. ~."~.

Il-:t:D ':'1

~

r;..::·';:~·SUB~:BA'GIAN<:;'~·\;i,;;:;.
. UMuM DAN KEUANGAN·':;:

. . . ~...•. , . . .

BiDANG
Pemerintahan dan Aparatur

SUBBIDANG
Pemerintahan Umum dan Aparatur

SUBBIDANG
Hukum dan Organisasi

BlDANG
Ekonomi dan Pembangunan

SUB BIDANG
Perencanaan Pembangunan

SUB BlDANG
Keuangan dan Kekayaan

BIDANG
Kesejahteraan Rakyat

SUB BIDANG
Pendidikan dan Pengembangan SDM

SUBBIDANG
Kesejahteraan Sosial

BUP ATl PENAJAM PASER UT ARA,

Ttd

H. YUSRAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

.KELOMPoK"" .
JAFUNG
" .', - '. ' -.-- - .

SUBBAG. TATA lJSAHA

I I
SEKSI

Perhubungan Darst

I
SEKSI

Pariwisata dan Postel
SEKSI .

Perhubungan Laut & ASDP

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

UPTD
Ttd

H.YUSRAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERI KANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LAMPIRAN IV : PERA TURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

I

...-.----------[ SUBBAG. TATA USAHA I

SEKSI
Program dan Pengembangan SDM

I I
SEKSI

Perikanan Darat dan Laut

~--------------~~
SEKSI

Perairan dan Kekayaan Laut

UPTD BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDA YAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

SUBBAG. TATA USAHA

I I
,KELOMPOK" 'JABFUNG... SEKSI

Kelembagaan Masyarakat dan
Pernberdayaan Perempuan

I
SEKSI

Kesejahteraan Sosial
SEKSI

Sarana, Prasarane-dan Beagembangan
Partisipasi Mitsyitta'kat

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,UPTD

Ttd

H. YUSRAN



STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

.,' . . .'--"-' .. ",,1;
. KELOMPOK~···
,.*JA~UNG.:.h,"·- . ':.,.-

n
SEKSI

Kcpcndudukan

SEKSI
Tenaga Kerja dan Transmlgrasi

SEKSI
Catatan 5ipil

UPTD
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN



STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

r--------------4~;~·~ii4~~iiiIii~~1J
I

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 Tahun 2004
TANGGAL : 29 April 2004

I
SUBBAG. TATA USAHA

1

I
SEKSI SEKSI SEKSI

Kehutanan Perkebunan Pengembanrn SDM, Sarana dan
rasarana

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

UPTD
Ttd

H. YUSRAN



STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERINDUSTRIAN, PEROAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 6 Tahun 2004
TANGGAL: 29 April 2004

.'~..'. ' .... ~... , ~" ..

.------------! "·;'KEPALA··KANTOR -:
. . .. '. ~. ":, ': "

KELOMPOKJAFUNG

SUBBAG. TATA USAHA

I 1
SEKSI

Perindustrian
SEKSI

Perdagangan
SEKSI

Koperasi

UPTD BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN


